i PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jin. H. Agus Salimaian Telp.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 570/ 23 /Kpts/DPMPTSP-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan produk
layanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 29),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573); )
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun
2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 1);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

11.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

12.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Rendah Melalui OSS RBA

2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menengah Rendah Melalui OSS RBA

3. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menengah Tinggi Melalui OSS RBA
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AT

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Tinggi OSS RBA

Standar Pelayanan Non Perizinan SD/SMP

Standar Pelayanan Non Perizinan Paud

Standar Pelayanan Non Perizinan dan PKBM

Standar Pelayanan Non Perizinan Melalui Sicantik Untuk
Tenaga Medis.

9. Standar Pelayanan Konsultasi

10. Standar Pelayanan Pengaduan

11. Standar Pelayanan PKKPR Non Berusaha

Lampiraan Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;

® N ow

Segala biaya vyang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2023;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan
akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 7| Juni 2023
KEPALA- D\NAS PENANAMAN MODAL

DAN ' PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
*«/KABUPATE\N PESISIR SELATAN ﬂ

BERISKHAN, S.Sos., M.Si
N ?NIP 19720302 199302 1 001
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

570/ /Kpts/ DPMPTSP-PS /2023

JUNI 2023
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA ,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN i

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR
SELATAN

1. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
RENDAH MELALUI OSS RBA

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 i
tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ‘
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada i
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 1
Pesisir Selatan 4

Persyaratan
Pelayanan

p—t

Foto Copy KTP Pemohon (jika perorangan)

2. Foto Copy KTP Komisaris dan Direktur (jika
badan usaha)

3. Foto Copy NPWP Perusahaan dan Direktur (jika
badan usaha)

4. Email pemohon yang aktif (jika perorangan)

5. Email perusahaan yang aktif (jika badan i
usaha)

6. Nomor handphone yang aktif

—

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon didampingi dalam mengajukan hak
akses melalui aplikasi OSS RBA

2. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon
mengajukan pemrosesan perizinan berusaha
dan yang terbit adalah NIB secara otomatis

Jangka Waktu
Penyelesaian

30 Menit i

Biaya/Tarif

GRATIS ,

Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Loket Pelayanan yang bertempat di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan fasilitas:

- ATK (Blangko)
- Komputer

- Printer

- Jaringan internet ‘

Dipindai dengan CamScanner
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t;ll

A

Penanganan
Pengaduan, saran
- dan masukan

|

10. | Jumlah Pelaksana
11. | Produk Pelayanan
12, | Jaminan Pelayanan

yang Membenkan
Kepastian Pelavanagn
_ﬁln}‘nnnh‘_&i:_ﬂi\m
Bentuk Komitmen
untuk Membenkan

Rasa Aman, Bebas
dan Bahaya

= F =

14,

Evaluasi Kinenja
Pelaksana

B ——
' Pengawasan Internal

| 1. Memaham, regulasg

. Tcrampﬂ_ mengoperasionalk:

teknologi informas,

3. Mampu melayani dengan sepenuh hau
4. Disiphn dan taat waktu pelavanan
fee——_
Benenjang mula dan
Muda, Ahl Madya,
Dinas

n komputer dan

Jabatan Fungsional Ahl
Sekretans Dinas dan Kepala

Rotak Pengaduan
nontak Person

"“.l!’l"i'; q[‘l“\' ' !:\;\r
Tatap Muka

2 (dua) orang

. Nomor Induk Berusaha INIB)

Retepatan Waktu dan Sesum dengan S0P

Melavam dengan Sepenuh Hat

Berkala per tnwulan

2. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MENENGAH RENDAH MELALUI OSS RBA

' NO. |

1

b
-

KROMPONEN
T Dasar Hukum

| Persyaratan
Pelayanan

URAIAN

I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kena

2. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

J Peraturan Pemenntah Nomor 0 Tahun 2021
tentanyg Penyvelengearaan Penzinan Berusaha di
Daerah

4 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7

Tahun 2017 tentang, Pendelegasian Wewenang

Pelayanan Penianan dan Non Penzinan kepada

Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan

PFenanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pesisar Selatan

1. Foto Copy KTP Pemohon (jiKa perorangan)

|2 Foto Copy KTP Komisaris dan Direktur (jika
badan usaha) . _

| 3. Foto Copy NPWP Perusahaan dan Direktur (ika

. badan usaha)

4. Email pemohon yang akuf (nka perorangan)

'S Email perusahaan vang aktif (jika badan
usaha)

L

Dipindai dengan CamScanner
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LA a B Ad

|J

Sistem Mekanism
dan Proseduy

4. i .l-ulm-lm Waktu
| Penyelesaan

S.

b,

8.

— o ——

10,

——— e eee——
~3!
[
!

e s

i
|
l

Binya/Tant

Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitus

Kompetens
Pelaksana

|
i
1

Pengawasan Internal

O, t Penanganan

Pengaduan, saran
dan masukan

Jumlah Pelaksana

.
2 (dua) orang,

Pemohon didamping dalam mengaukan hak
akses melalun aplikasi OS8 RUA

Lo Setelah mendapatkan hak
mengaakan Pemrosesan
dan yang et adalah
standg

akses, Pemohon
penzinan berusaha
NI dan sertifikat

L0 Menn

GRATIS

Loket Pelayanan yang  bertempat  di - Dinas

Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pt dengan Tasilitas

ATK (Blangko)

Romputer

Printer
SJanngan ainternet

Memaham regulas
Terampil mengoperasionalkan  komputer  dan
teknolog informasa
S Mampua melavam dengan sepenuh hati
L Disaphin dan taat waktu pelayanan

1
-)u

— ——————————

Herenjang mulai dar Jabatan Fungsional Ahli
Muda, Ahli Madya, Sekretans Dinas dan Kepala
Nk

L Email

{ Kotak Pengaduan
Rontak Person

i Aplikasi SPAN Lapor

- Tatap Mukn

—— e e e — ————— e =

Produk Pelayanan

NIB dan Sertifikat Standar

12.

Jaminan Pelayanan
yang Memberikan
Kepastian Pelayanan

13.

| 14,

l

3. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

Pelayanan dalam
Bentuk Komitmen
untuk Memberikan
Rasa Aman, Bebas
dari Bahaya

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

o — o

Ketepatan Waktu dan Sesuai dengan SOP

Melayani dengan Sepenuh Hati

Berkala per tnwulan

RISIKO

MENENGAH TINGGI MELALUI OS8 RBA

NO.

KOMPONEN

—— == e

-
—

URAIAN

[
I{I.
i

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 202{!‘j
tentang Cipta Kenja

2. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko |

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

| Lo Peraturan Pemenn

. ah Nomaor 6 Tahun 2021
| | tentang Penyelengparann Penizinan Berusaha o)
| , Daerah

| 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan l-r.rp.-fll;
Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan

Penzinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
4 Pesinir Selatan

l' l ;’ ‘.s ‘l ‘: I' 1
- - ¥ alys i " F'l"‘l L 'JI'\' Kll' I" ' I’
': L :;. 'I . 5 L)LY nn {Jlkll rl'}filllwlllj

Foto Copy KTP Komisans dan Direktur (jika
Badan usaha)

i Foto Capy NPWe Perasahna
badan usaha)
| 4. Emal pemohon vang aknuf

ndan Direktur (jiks

(1ka perorangan)

| . S Emml  perusahaan vang  akuf (ks badan
\ r ll'ullhll
. . Nomor hundphone yang akuf
i 3. | Sistern Mekanisme i. Pemohon didampingi dalam mengajukan hak
| dan Prosedur akses melalun aplikos: O8S RBA
i ] 2. Setelah mendapatkan  hak akses, Pemohon |
1 l mengajukan  pemrosesan  penzinan berusaha
| dan yang terbit adalah NIB dan  sertifikat
[ standar  yang  divenfikasi oleh OPD  Teknis
| sesuai dengan bidang usaha yang diajukan
4. | Jangka Waktu i _ o ‘ . . N
| Penyelesaian 97 han
5. 1l Biaya/Tanf  GRATIS

I’“"(-a: TSarana Prasarana | Loket Pelayanan yang bertempat di  Dinas
| dan/atau Fasilitas | Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
. Pintu dengan fasilitas:

| - ATK (Blangko)

| | - Komputer
’ i - Printer
[ . | = Jaringan internet
7. |Kompetensi | 1. Memahami regulasi
. Pelaksana 2. Terampil mengoperasionalkan komputer dan
teknologl informasi
. , 3. Mampu melayani dengan sepenuh hati
l ; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan i
8 | Pengawasan Internal | Berjenjang_mulai dari Jabatan Fungsional Ahli’
! e ‘ " Muda, Ahli Madya, Sekretaris Dinas dan Kepala
{ : Dinas I
' 9. | Penanganan TEmait
; Pengaduan, saran | w0y pengaduan
I dan masukan
: Kontak Person
: | Aplikasi SPAN Lapor
.: l Tlup Muka |
'I'lo. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
"1, [ Produk Pelayanan NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi
[ |

Dipindai dengan CamScanner
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12, ;Jilmi'nnr.l‘ Pelavanan

(T
| Yang Membenkan

———

13. lavanan d

Brmuk hmnnmr'n
‘untuk Memberikan
i Rasa Aman, Bebas
| dari Bahava
Evaluasi Kinerja
Pelaksana

r—_——
14, l

—

il';ep:nll.‘m l"r-. vitnan

Ketepatan Waktu dan Sesum dengan SOP

.\l

Berkala per triwulan

{elayani dengan Scepenuh Hat

4. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI

un.u.m OBS RBA

'NO.|  KOMPONEN

1 Dasar Hukum

Persyaratan
Pelayanan

URAIAN

e S

_ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kena '

. Peraturan Pemenntah Nomor S5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah
Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang |
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Knbupalcn
Pesisir Selatan

Foto Copy KTP Pemohon uum pcromngan} '
. Foto Copy KTP Komisaris dan Direktur (ukn
badan usaha)

. Foto Copy NPWP Perusahaan dan DireKtur u:kn

badan usaha) !
Email pemohon yang aktif (jika perorangan) |
Email perusahaan yang aktif (jika badan f
usaha)

Nomor handphone yang aktif [

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

e — e ——————————

i
l
l
|
|

4. [Jangka Waktu "

| Penyelesaian
5 | Biava/Tarif

-—

]

e ——— ——— e e

= e

Pemohon didampingi dalam mengajukan hak
akses melalui aplikasi OSS RBA '

. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon |
mengajukan pemrosesan perizinan berusaha
dan yang terbit adalah NIB dan izin yang
diverifikasi oleh OPD Teknis sesuai dengan |
bidang usaha yang diajukan (Sertifikat Standar |

Jika diperlukan)

!

_LORA‘I‘IS

12 han

6. | Sarana Prasarana

|
: dan/atau Fasilitas
|

| Loket

Pelayanan yang bertempat di Dinas |

| Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Salu.
Pintu dengan fasilitas:

l
]
i
|-
l

ATK (Blangko)
Romputer I
- Printer '

Dipindai dengan CamScanner
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[ ———

|
e < Jaringan internet

7. 'K et .
i:;:;:f:wn“ L. Memahami regulasi
' aRsana 2 Terampil mengoperasionalkan komputer dan
teknolog informansg
: Ao Mampu melavan dengan sepenuh han

4. Disiplin dan tant waktu pelayanan

b
8. IPﬁrlfhwv:m.lr'.Irl'lt'rn.nl Berjenjang mulai dan Jabatan Fungsional Ahli
| Muda, Ahli Madya, Sekretans Dinas dan Kepala
. Dinas
9. | Penanganan | Emnil
Pengad sar
| | Baduan, saran . .
- ' dan masukan Rotak Pengaduan
| Kontak Person
Aplikasi SPAN Lapor

l l ' Tatap Muka

10. | Jumlah Pelaksana | 4 (empat) orang
11. | Produk Pelayanan | NIB dan lzin (Sertifikat Standar jika diperlukan)

12. | Jaminan Pelayanan
yang Memberikan Ketepatan Waktu dan Sesuai dengan SOP
Kepastian Pelayanan

13. | Pelayanan dalam

Bentuk Komitmen

untuk Memberikan | Melayani dengan Sepenuh Hati
| Rasa Aman, Bebas

' dari Bahaya

S = e ——— ——

Bcrx.ﬂa per triwulan

S T
! 14, | Evaluasi Kinera
1 | Pelaksana

e — - M — ~ Em s o om e m mm e —— - ——

5. STAHDAR PELAYANAN HOH PERIZINAN SD/SMP

——— -

NO. 1 KOMPONEN CRAIAN
i
i
i

[

L ]
[

Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
! tentang Cipta Kenja
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021
| tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
! Berbasis Resiko
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Dacrah
I 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 71
' Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang |
l . Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten |
Pesisir Selatan
Surat Permohonan
Foto Copy Akta Notaris Yayasan
Foto Copy SK Menkumham Yayasan
Foto Copy SK Pengurus Yayasan
Surat Pernyataan Yayasan sebagai Orgnnmm
Non Profit
Foto Copy SK Pendirian Sckolah Yayasan
Surat Rekomendasi dari Wali Nagari
Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan
Surat Rekomendasi dari Camat

|
]
1
!
]
'

2. | Persyaratan
| Pelayanan

. g ———e
-

WENG DAL

— e —— -
e e ———————. i i i
- —

Dipindai dengan CamScanner
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| I':lﬂn Copy SK Kepala
: :l :‘ntn Copy KTV Kepala
| 14 ":3“!;:" Copy Surat tan Mendinkan Bangunan

- Foto Copy tjazan Guru dan Kepala Sekolah

I?nl‘lnr Riwayat Hidup Pengelola (Kepsek)
2. Foto Copy KTp Pengurus
- Struktur Organisasy

- Dalwar I'c-mluhkft‘-mu
8. Daftar Siswa

| 19, Denah Lokas
I i 20. Deskripsif Profil

[ 1. Surat Pernyataan Penggunasn  Kunkulum
i Nasional yang Dikeluarkan oleh Departemen
_ Pendidikan Nuswonak dan Kunkulum Muatan
‘ I Lokal yang Berlaku d; Pesisir Selatan

22. Surat Pemyataan Mengkuti  Peraturan
' ! Pemenntah Republik indonesia
_ 23, Struktur Kurikulum Pendidikan
| ' 24. Foto Copy Rekening Pendidikan
| 25. Foto Copy Pajak Bumi Bangunan (PBB)

: <0. Semua Persyaratan dibuat 2 (dua) Rangkap
| dan dijilid

S ——
e ———

3. | Sistem Mckanisme 11, Pemohon mengantarkan berkas ke DPMPTSP

© —— e

dan Prosedur | 2. DPMPTSP mengajukan rekomendasi ke OPD
I ,  TCKNis
| i | 3. Rekomendasi  dan OPD Teknis  untuk
} ! . Penerbitan Surat lzin Operasional
| 4. | Jangka Waktu - —
Penyelesaian | 20 hani kerja
S. |Biaya/Tarif oRATIS T
| 6. |Sarana Prasarana | Loket ‘Pelayanan  yang ‘bertempat  di  Dinas
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan fasilitas:
' - ATK (Blangko)
i | : - Komputer
| - Printer
- Jaringan internet
7. |Kompetensi |1, Memahami regulasi _;
Pclukp:ana 2. Terampil mengoperasionalkan komputer dan |

teknologi informasi

3. Mampu melayani dengan sepenuh hati .
4. Disiplin dan taat waktu pelayanan

. wasan Internal | Berjenjang mulai dari Jabatan Fungsional Ahli |
= ([ S Mufica."mi Madya, Sekretaris Dinas dan Kepala |

Dinas |
9. Pcnmgnmn - Email i
SR i v K poneon |
Aplikasi SPAN Lapor |
Tatap Muka 1
10, [ Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang J

11. | Produk Pelavanan | Surat Izin Operasional SD/SMP

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

am P

12

Kepastian Pelin

 Rasa Aman, Hebe

| Jaminag Pelay

algy
yvang Membe sk, Ketepatian Waktu dan Sesua dengan SOP

mnnn
Pelavanan dalars
Bentuk Komitmer

untuk Membe; )
viemberikan Melavam dengan Sepenuh Hau

rdan Bahava

14,

| Evaluasi Rinera

T Berkaln per trivuian

6 STANDAR PBM\"ANAH NON PBRIZINJ\H PAUD

NO.

KOMPONEN U RAI)\h

e . —— e

- ——

ul

4 ——

| 1. bndung bndanu ‘Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kernja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202}
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

4. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 202]
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten

Pesisir Sclatan

Dasar Hukum

'

' Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Persyaratan 1. Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal

Pesisir Selatan
| 2. Surat Permohonan Pendinan/Perpanjangan
izin dari Profil Lembaga
3. Profil Lembaga (untuk izin baru)
4. Foto Copy Akta Notaris dab wajib
melampirkan akta pengesahan
(Kemenkumham/Ahu Online) '
Rekomendasi dari Wali Nagari
Rekomendasi dan Pemilik/Pengawas
Foto Copy lzin Operasional Penyeclenggaraan
Satuan PAUD yang telah habis masa berlaku
(jika perpanjangan izin) !
8. Foto Copy NPSN (untuk perpanjangan izin)
9. Peta Lokasi |
10. Foto Copy KTP Pengelola / Penyelenggara
11. Foto Copy KTP Ketua Yayasan
12. Sk Pengangkatan Pcngclola!Pcnycknmm
lzin  Operasional yang diketahui Ketua |
Yayasan
| 13. Kurikulum/KTSP Satuan PAUD (untuk izin
' baru) |
l[ 14. Foto Copy ljazah Pendidik dan Tenaga |
Kependidikan (untuk izin baru)
L 15.Foto  ruangan, foto gedung tampak
' keseluruhan dan foto plang merk satuan
PAUD (untuk 1zin baru)

Ne o

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

16, Sketea 1 - R
' SKetsa Luas Tanah (untuk 1zin baru)

17 Semua persyaratan dibuat 2 (dua) rangkap

1. Pemohon mengantarkan berkas ke DPMPTSP
< DPMPTSP mengajukan rekomendasi ke OPD

3. ' Sistem Mekamsme
dan Prosedur

PR 1

" Pintu dengan fasilitas:
ATK (Rlangko)

Teknis
3. Rekomendasi  dan OPD  Teknis  untuk
——— - Venerbitan Surat lan Operasional
4. [ Jangka Waktu | -
Penyelesaian | 20 harn Kerja
5. | Biayva |
el b /Tarif GRATIS
| 6. | Sarana Prasar: | Loket  Pe ' el
asarana Loket  Pelayanan -~ yang  bertempat  di - Dinas
: dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

! | - Komputer

| I ' Printer

l -+ Jarnngan internet

. 7. |Kompetens: 11, Memahami regulasi |
Pelaksana | 2. Terampil mengoperasionalkan komputer dan

‘ . teknologi informasi

| (3. Mampu melayani dengan sepenuh hati

4. Disiplin dan taat waktu pelayanan

8. | Pengawasan Internal | Berjenjang mulai dari Jabatan Fungsional Ahli|
' Muda, Ahli Madya, Sekretaris Dinas dan Kepala
| Dinas

9. | Penanganan T Email

Pengaduan, saran

volak Pengadu
ar it o | Rotak Pengaduan

| Kontak Person
. ~Aplikasi SP4N Lapor
I Tutap Muka
[ 10. | Jumlah Pelaksana i4 (empat) orang
| 11. | Produk Pelayanan | Surat [zin Operasional PAUD

12. ' Jaminan Pelayanan |
| yang Memberikan | Ketepatan Waktu dan Sesuai dengan SOP
Repastian Pelayanan

r 13. | Pelayanan dalam
] Bentuk Komitmen |
- untuk Memberikan | Melayani dengan Sepenuh Hati
I Rasa Aman, Bebas

e —— e — e =y

l dan Bahaya

i 14, | Evaluasi Kinerja Berikia ner: tihwilen

| Pelaksana pe

7. STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN LKP DAN PKBM

l NO. KOMPONEN URAIAN

l"l. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

| ’ tentang Cipta Kerja

1 | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
- tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

- | Berbasis Reaiko

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

' 3. Peraturan Pemenintah Nomor 6 Tahun 2021
\ fentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha &
Daerah

4 Peraturan Bupau Pesisir Selatan Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang

Pelavanan Penzainan dan Non Penzinan kepada

Dinas  Pepanaman  Modal  dan  Pelayanan

, Penizinan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten
— — e Pesisir Selatan

2. | Persyaratan 1. Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal

i - Pelayanan dan Pelavanan Terpadu Satu Pntu Kab

Pesisir Selatan _

Surat  Permohonan Pendirian/Perpanjangan

izin dan Profil Lembaga

Foto Copy Akte Notaris (Yayasan Pendidikan)

Daftar Tutor dilengkapi Fotocopy ljazah

Daftar Warha Belajar (WB)

Curiculum Vitae Penyelenggara

Denah Ruangan, Peta Lokasi dan Plang Merk

| Lembaga

' Peta Lokasi

). Plang Merk Lembaga

! 10. Sarana dan Prasarana vang dimiliki lembaga
(lampirkan foto)

L Aunkulum atau Silabus

12 Jadwal Pembelajaran

| + 13 Foto Copy KTP Ketua Yayasan

; 4. Fowe Copy  KTP Ketua  Penyelenggara
LKP/PKBM (Direktur)

15. Rekomendasi dan Kantor Wali Nagani

16. Foto Copy lzin Operasional Penyvelenggaraan
Satwan LKP/PKBM vang telah habis masa

t

NOALL

X

E—

| ' berlaku
| 17.8SK Pengangkatan Pengelola/Penyelenggara
‘ ! . lzin Operasional vang Diketahui Ketua
E ‘ Yayasan

3. |Sistem Mckanisme | 1. Pemohon mengantarkan berkas ke DPMPTSP |
| dan Prosedur | 2. DPMPTSP mengajukan rekomendasi ke OPD |
. Teknis

3. Rekomendasi dan  OPD  Teknis unluk!

Penerbitan Surat Izin Operasional !

| 4. |Jangka Waktu
I

Pcnyclcmmn | 20 hari kerja
‘1 Biaya/Tarif

| dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu!
F | Pintu dengan fasilitas:

| - ATK (Blangko) i_
- Komputer '

[s.

i'b. ]Snmnn Prasarana | Loket Pelayanan yang bertempat di Dinas
[

T

E

r - Printer

- Jaringan internet

— B e —

|
| 7. | Kompetensi 11, Memahami regulasi |
! Pelaksana 2. Terampil mengoperasionalkan komputer dan
| r teknologi informasi

' 3. Mampu melayani dengan sepenuh hati
! |4 Disiplin dan taat waktu pelayanan |

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KAWasan Intemal Tie——
“'I | I;Frjpn o — -
Jan . .
' !.\hulu, ;\h":' T‘ul"“. dan Jabatan Fungsional Ahh
I 9 | Dinas Adya, Sekretaris Dinas dan Kepala
. I fﬂilﬂ.}:}ln,.n - '-' S ——
| | p(’“ﬂ‘.tdu‘ln. -‘“r‘lzi Jnfll]' —

| ; dan Masukan | Kotak P'l‘ﬂl-bldu.-m

5 Kontak Person

Aplikasi SpaN Lavpeor
- fatap Mukn
10. | Jumlah Pela '

\ ) Pelaksang | (empat) orang

11! Produk Pelay

untuk Memberikan | Melayani dengan Sepenuh Hati
Rasa Aman, Bebas

dan Bahaya
14. | Evaluasi Kinerja [ )
| ll’l:ldk:-.mu ) I Berkala per triwulan

t 5 — anan | Surat lan Operasionai LEP dan PRBM
v [ Jaminan Pelayanan '
'- yang Memberikan | Keteps / 3 3
, , A ) atan Waktu dan Sesuq an SOP
B _1 Repastian Pelayanan | g #ktu dan Sesuai dengan §
|r13' Pcla}'ﬂﬂ;i; -du,]d.—nl f eyt
{ Bentuk Komitmen

8. STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN MELALUI SICANTIK UNTUK
TENAGA MEDIS

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum "1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik .
' 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non
| Penzinan  oleh PTSP  Wajib Menggunakan
: Pelayanan Secara Elektronik (PSE) !
tS. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
|
|

tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha |
| 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang
berbunyi Pengembangan cGovernments
merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang |
berbasis (menggunakan elektronik) dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan publik
secara efektif dan efisien '
5. Peraturan  Menteri  Keschatan  Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
i Risiko Sektor Keschatan
i 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di
Daerah

Persyaratan 1. Mengupload *
| Pelayanan I a) ljazah Terakhir;

i b) STR; |
;<] Fotocopy KTP; !
I d} Surat Rekomendasi dan Organisasi Profesi; |

ol Surat RPabamendasl dar Tamnat Paria:

|
|
|
|
|
i

S ——

!

——y————
]

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

F————

Jd.
| dan Prosedy,

| % | Jangka Waku,
1

: - -_"""‘———-..____-—_-"—--..__
Sistem Mclmniame '

| _ﬂ \l_ur_‘r"."‘-——._-
: tKeterane o
ﬁj] f;'*-" foto “i:r:‘_:"f“‘::rmdan Schat;
b lehkl Y .
m-'lndjﬁL fZinan berusaha (nka praktek
1. Pery
whon did
Ampu

——

| dalam mengajukan hak
| 2. aplikasi SiCantik
s ?::hh Mmendapatkan hak akses, Pemohon
' 3. Ke funggah semua persyaratan
! " R :lu‘-'-'l-ln divenifikasi oleh OPD Teknis

+ Nekomendasi dari OPD Teknis Jika memenuhi
! Syarat
| 9. Penerbitan Surat lan Praktek Tenaga Medis
olch DPMPTSP

’ —_—

dan/atau Fasilitas

———

7. | Kompetensi
Pelaksana

| Pcn}'elcam;m 7 han :-Gﬂj.l
5. | Biaya/Tanf !
GRATIS
- 6. | Sarana Prasarana Loket Pelayanan vang bertempat di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
| Pintu dengan fasilitas:

’ -\TK lBl-lﬂgk(ﬂ
- Komputer
- Printer
| - Janngan Internet
1. Memahami regulasi
2. Terampil mengoperasionalkan komputer dan
teknolog informasi

J. Mampu melavani dengan sepenuh hati
|4, Disiplin dan taat waktu pelayanan

8. | Pengawasan Intemmal | Bejenjang mulai dan Jabatan Fungsional Ahli

' Muda, Ahli Madya, Sekretaris Dinas dan Kepala

10. | Jumlah Pelaksana

12. | Jaminan Pelayanan

:' yang Membenkan

[ 10. | Jumlah Pelaksana _ |-
I"]"l. "Produk Pelayanan Jl':;urm lzin Praktek
|

| Kepastian Pelayanan

1' Dinas
6. | Penanganan | Email
:‘n:“ﬂ:‘i‘;:"k;r’m Kotak Pengaduan
i Kontak Person
! ' Aplikasi SP4N Lapor
' | Tatap Muka

14 (empat) orang

' Ketepatan Waktu dan Sesuai dengan SOP

lrr'ct.:ymmn dalam

3.

j Bentuk Komitmen |

1 untuk Membenkan | Melayani dengan Sepenuh Hati

' I Rasa Aman, Bebas |

| dari Bahaya : ;
E“- g’“l s Kinega IL Berkala per triwulan |

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

Pelaksana

Berknln per tnwulnn

. _\.‘ . y A
: O | KOMPONEN URAIAN
t. | Dasar Hukum 1 Unrinug-u_ml'un;;' Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kernja
<. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021
tentang Penvelenggarann Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 202
~tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
.I Daerah
;4. Peraturan  Bupati Pesisir  Selatan Nomor 7
| . l Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
l ', Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan kepada
- Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan
i | I Perizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten
l Pesisir Sclatan
[ 2. Persyaratan I_I'.- Foto Copy KTP B
i! Pelayanan ' 2. Nomor Handphone yang AKktif
3. I'Sistem Mekanisme | 1. Pelaku Usaha datang ke DPMPTSP |
; dan Prosedur ' 2. Mengisi Buku Konsultasi sesuai dengan topik
| [ nng d:komu!umkan
" 4. | Jangka Waktu . B
Pl:n;?l:lcsaian 1 (satu) Jam
75 |[Baya/Tanfl | graTis :
6. | Sarana Prasarana | Loket  Pelayanan = yang bertempat di  Dinas
dan/atau Fasilitas Prnnnum.ln Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
| Pintu dengan fasilitas:
! . Peraturan Perundang-Undangan
' l - ATK (Buku Konsultasi)
l { . - Komputer
I 7. | Kompetensi 1. Memahami regulasi
'[ Pelaksana ' 2. Terampil mengoperasionalkan komputer
I '3 Mampu melayani dengan sepenuh hati
i ! ' 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan
"78. | Pengawasan Internal | Berjenjang mulai dan Fungsional Ahli Madya,
i bckrcums Dinas dan l\epnln Dmnn
| 9 Penanganan Honlak Person
, Pengaduan, saran
! dan masukan Tatap Muka
10. | Jumlah Pelaksana | 3 (liga) orang -
11. | Produk Pelayanan Konsultasi
12. | Jaminan Pelayanan
yang Memberikan Ketepatan Waktu dan Sesuai dengan SOP |
i Kepastian Pelayanan N
i":s. Pelayanan dalam ;
l Bentuk Komitmen
‘ untuk Memberikan | Melayani dengan Sepenuh Hati |
| Rasa Aman, Bebas l
| dari Bahaya | 1.
14, | Evaluasi Kinena 7 ]
J

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10, ‘IITANDAR PELAYANAN PENGA

DUAN
NO. KOMPONEN T ———
' DasarHukum T Ui RMAN
| o {ﬂnu":’,"d“"i! Nomor 11 Tahun 2020
1 tentang Cipta Kerja |
< reraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
| lentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
| Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021
| lentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di ;
- Daerah
-4 Peraturan  Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 {
Tahun 2017 tentanyg Pendelegasian Wewenang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan
Perizinan Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten
Pesisir Selatan
2. ! P('l'b}'ﬂh“-ill | 1. Foto Uop_\ kTP
- Pelayanan 2. Nomor Handphone yang AKtif
3. | Sistem Mekanisme 1. Pelaku Usaha datang ke DPMPTSP
- dan Prosedur 4o Menisi Buku Pengaduan sesuai dengan topik |
| vang diadukan ?
I ; |
4. [Jangka Wakiu /
Penyelesaian 1 (satu) Jam '
-5 | Buaya/Tanf  GRATIS
6. | Surana Prasarana | Loket Pelayanan yang bertempat  di Dinas |
l dan/atau Fasilitas IPcmmam:m Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
I Pintu dengan fasilitas: |
! - Peraturan Perundang-Undangan ' |
!+ ATK (Buku Konsultasi) *
]
- Komputer
7. [Kompetensi | 1. Memahami regulasi ‘_
| ' Pelaksana 2. Terampil mengoperasionalkan komputer .

3. Mampu melayani dengan sepenuh hati
' 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan

|
- J
8. [ Pengawasan Internal | Berjenjang mulai_ dani Fungsional Ahli Madya,
,‘ ; | Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas ; |
RS — e il i
{ 9. | Penanganan { 3o
r Pengaduan, saran Kontak Person | |
l dan masukan Tatap Muka |
' 10. |Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang - T
| 11. | Produk Pelayanan | Tindak Lanjut dan Penyclesaian Masalah
| 12, | Jaminan Pelayanan |
I | yang Memberikan Ketepatan Waktu dan Sesuai dengan SOP ,
f | Kepastian Pelayanan . |
|13 Pelayanan dalam | Tl
| Bentuk Komitmen | ! '
untuk Membenikan | Melayani dengan Sepenuh Hati '
F Rasa Aman, Bebas ‘
[ dari Bahaya :
Y e b . ST, ——— e —— ——
| 14, | Evaluasi Kinerja | .
i e | Berkala per tnwulan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

11. STANDAR PELAYANAN PKKPR NON BERUSAHA

NO ROMPONEN
- URAIAN

Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemenntahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kena,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

| Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik:

Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia

! Nomor 21 Tahun 2021 tentang

'; ' Penyelenggaraan Penataan Ruang:

! ' 7. Peraturan Menten PAN dan RB Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar

e e —

Dasar Hukum

t

o

|
': Pelayanan;
‘ | ‘8. Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata
] Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
’ | Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
| Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
J Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang:
| Q. Peraturan Menteri Agraria dan  Tata
‘ ;' Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
. | Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi
’ | | Penyclenggaraan Penataan Ruang;
' 10. Peraturan  Dacrah Kabupaten Pesisir
| Selatan Nomor ! Tahun 2020 tentang
} | Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 7
| | Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
| | Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
I ' 2010-2030;
: , 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10

! ’ Tahun 2016 tentang Pedoman Standar
I

Pelayanan.

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan
Ruang / KKPR kegiatan non berusaha kepada

f _ DPMPTSP, vang dilengkapi dengan identitas
! " ' pemohon.
Koordinat lokasi kegiatan/Peta Poligon Lokasi
Kegatan
Luas tanah yang dimohon
Informasi penguasaan tanah
Informasi jemis kegiatan
Rencana jumlah lantai (untuk bangunan)

"2 IPersyaratan |
I Pelayanan

&
.

ol B

— e —
——

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Sistem Mekan

isme

dan Prosedur

/. Rencana luas lant
ai bangunay
bangunan) n lltll!uk

- Masterplan/Blokplan/Rencana Teknis

l. ’lh‘l!ﬂ-l]llkilll 'K‘I’ll"lﬂhl'lll'.ln P}\H]'R Non Berusaha
ke DPMPTSP

DPMPTSP mengajukan hasil kajian PKKPR ke
Dinas PUPR

. Dinas PUPR menerbitkan hasil kajian PKKPE

i Pemohon
i

4. DPMPTSP menerbitkan I'th'R Non H‘-cru'mhn

1 i

P

4. | Jangka Waktu
Penyelesaian [ 20 han
5. | Biayi ‘ i
1aya/Tanf GRATIS
6. | Sarana Prasarana | Loket Pelayanan yang bertempat  di " Dinas
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
| Pintu dengan fasilitas:
| - Peraturan Perundang-Undangan
- ATK (Buku Konsultasi)
' - Komputer
7. | Kompetensi 1 Memahami regulasi _
Pelaksana ‘ . Terampil mengoperasionalkan komputer
..1 Mampu melayani dengan sepenuh hat
4. Disiplin dan taat waktu pelayanan
8. | Pengawasan Internal | Berjenjang mulai dari Fungsional Ahli Madya, |
| Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas .
I 9 Pcnunganun [ Kontak Person
Pengaduan, saran |
dan masukan Tatap Muka ,
| 10. | Jumlah Pelaksana : 3 (tiga) orang l
" 11, | Produk Pelavanan | PKKPR Non Berusaha . _
[ 12, idnminﬂn Pelayanan i
: | yang Memberikan | Ketepatan Waktu dan Sesuai dengan sSopP
! | Kepastian Pelayanan
| 13. | Pelayanan dalam
! Bentuk Komitmen
I' untuk Memberikan | Melayani dengan Sepenuh Hati ;
! Rasa Aman, Bebas |
| dari Bahaya :
[ 14. | Evaluasi Kinerja }
i

Pelaksana

Berkala per triwulan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
/myr TEN PESISIR SELATAN

A

Dipindai dengan CamScanner
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